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ABSTRAK 

 

RINA WIDIANTI (8105128085), Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada 

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian Keuangan Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Utang. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi 

Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta, November 2014. 

 Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Utang, Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Gedung Frans Seda Lantai 2, 

Jakarta Pusat, yang berlagsung pada tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 15 

Juli 2014. 

Penulisan laporan ini bertujuan untuk memberikan pemaparan tentang 

kegiatan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori yag dipelajari di kampus dalam 

dunia kerja yag sebernarnya melalui Praktik Kerja Lapangan di Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Utang ini. Selain ini juga untuk memenuhi syarat akademik 

dalam mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi Universitas Negeri Jakarta. 

Laporan ini juga menguraikan manfaat serta tujuan dari pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL), yang secara keseluruhan bertujuan untuk proses 

kemajuan semua pihak, baik mahasiswa sebagai pelaksana, instansi sebagai 

penyedia laboratorium, maupun universitas sebagai lembaga pendidikan. 

Dalam laporan ini juga diterangkan penempatan praktikan di Direktorat 

Jenderal Pengeolaan Utang yaitu pada subbagian Akuntansi dan Pelaporan 

bagian Keuangan. Adapun tugas yang dikerjakan praktikan diantaranya meng-

input Surat Perintah Membayar, mencari Surat Perintah Membayar, Memfile 

Surat Perintah Membayar dan men-scan Surat Perintah Membayar. 

Dalam praktiknya, praktikan mengalami beberapa kendala, seperti 

kesulitan dalam bekerja karena terkadang bidang kerja yang diberikan tidak 

sesuai dengan basic, dan kurangnya pengetahuan praktikan mengenai akuntansi 

pemerintah terutama dalam menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa 

Pengguna Anggaran (SAKPA). Dalam mengatasi kendala tersebut, praktikan 

berupaya melakukan beberapa upaya, misalnya aktif berkomunikasi dan bertanya 

kepada pembimbing praktikan maupun karyawan lainnya. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kami panjatkan ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

berkat rahmat dan karunia-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan Direktorat 

Jenderal Penggelolaan Utang (DJPU). Laporan ini disusun sebagai salah satu 

syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi, Falkutas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

Laporan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi pada Kementrian Keuangan 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dibuat dengan tujuan mahasiswa dapat 

melaporkan segala sesuatu yang terjadi selama PKL berlangsung. 

Dalam menyusun laporan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada : 

1. Orang tua yang selalu memberikan dukungan dan semangat; 

2. Santi Susanti, S.Pd., M.Ak., selaku dosen pembimbing dalam proses 

pelaporan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini; 

3. Drs. Dedi Purwana E. S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta; 

4. Dr. Siti Nurjanah, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Ekonomi; 

5. Drs. Nurdin Hidayat, MM., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi; 
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6. Bapak Joko Purwanto selaku Kasubbag Administrasi Kepegawaian 

yang telah memberikan izi kepada praktikan; 

7. Bapak I Gede Awan Sastra Winaya selaku Kepala Bagian Keuangan, 

dan Bapak Muryono selaku Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang telah memberikan 

bimbingan kepada praktikan; 

8. Seluruh karyawan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu; dan 

9. Teman-teman Pendidikan Akuntansi NonReguler 2012, terima kasih 

atas dukugan dan semangatnya. 

Sebagai manusia yang masih dalam proses pembelajaran, penulisan 

laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf 

atas segala ekurangan yang ada. Harapan penulis, semoga laporan yang sederhana 

ini, dapat memberi wawasan yang berkaitan dengan dunia kerja untuk semua 

pihak.. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang PKL 

Berada di era globalisasi dan pasar bebas, di mana ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta informasi berkembang sangat pesat, setiap negara dituntut 

untuk melakukan perbaikan di segala bidang agar dapat bersaing dan 

menjalin hubungan dengan negara lain termasuk bangsa Indonesia. 

Pendidikan merupakan salah satu senjata penting dalam upaya menciptakan 

perbaikan tersebut dan universitas sebagai salah satu unsur di dalam 

pendidikan, di mana pelaksanaan pendidikan dalam universitas ditujukan 

untuk membawa perbaikan bagi negara, memiliki peran cukup besar dalam 

upaya persaingan dan menjalin hubungan dengan negara lain. 

Adapun hal yang dapat dilakukan oleh universitas adalah dengan 

menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidangnya, terampil, mampu 

menyesuaikan, dan mengembangkan diri sesuai tuntutan zaman yang ada. 

Salah satu cara yang dilakukan dalam mempersiapkan para lulusan tersebut 

adalah dengan membuat calon lulusan merasakan secara langsung dunia kerja 

yang sesuai dengan bidang yang ia pelajari selama di bangku perkuliahan, 

yaitu dengan Praktik Kerja Lapangan. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan yang ditujukan sebagai 

salah satu bentuk implementasi pembelajaran secara langsung ke dalam dunia 

kerja dengan memberikan mahasiswa kesempatan untuk ditempatkan bekerja 
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di sebuah perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Dalam kegiatan PKL 

ini, peserta didik dituntut untuk merasakan langsung melakukan aktivitas di 

dunia kerja nyata sehingga akan tercipta lulusan-lulusan yang siap dan 

terampil. PKL juga merupakan laboratorium bagi mahasiswa untuk 

merasakan pembelajaran dan memperoleh pengalaman yang cukup dari 

tempat pelaksanaan PKL tersebut. Untuk itu, mahasiswa dituntut untuk dapat 

cepat belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang berbeda dari 

lingkungan kampusnya. 

Sebagai lembaga pendidikan, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 

khususnya Fakultas Ekonomi berupaya  mewujudkannya dengan mencetak 

tenaga ahli yang terampil dan profesional. Fakultas Ekonomi UNJ, sekarang 

ini tidak hanya melatih mahasiswanya untuk menjadi tenaga pendidik yang 

profesional saja, tetapi juga melatih para mahasiswanya untuk berkarir di 

bidang non-kependidikan yang terampil dan juga profesional. Untuk itu, 

Fakultas Ekonomi memilih PKL sebagai program unggulan untuk melatih 

mahasiswanya dalam dunia kerja, yaitu dengan mewajibkan mata kuliah 

Praktik Kerja Lapangan. 

Melalui program PKL juga diharapkan mampu menghasilkan 

kerjasama antara UNJ dengan perusahaan swasta ataupun instansi pemerintah 

yang ada, sehingga ketika hasil kerja dari para praktikan baik, maka akan 

menimbulkan citra positif terhadap UNJ. 

Berkaitan dengan program tersebut praktikan memilih tempat 

pelaksanaan PKL pada instansi pemerintah yaitu bidang akuntansi keuangan. 
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Terkadang apa yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan belum tentu sama 

dengan praktiknya. Berdasarkan dari hal tersebut diharapkan tempat praktik 

yang berada dalam bidang akuntansi keuangan ini dapat memberikan 

gambaran dan pengalaman praktikan khususnya prosedur dalam kegiatan 

akuntansi keuangan pada pemerintah. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Berdasarkan latar belakang diatas, pelaksanaan kegiatan praktik kerja 

lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa dimaksudkan untuk: 

1. Melakukan praktik kerja pada instansi pemerintahan atau perusahaan 

swasta sesuai dengan latar belakang pendidikan praktikan di jurusan 

Ekonomi dan Administrasi yaitu Pendidikan Akuntansi. 

2. Mempelajari suatu bidang kerja yang terdapat dalam akuntansi, serta 

mengimplementasikan secara langsung ilmu yang telah diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan. 

3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan mampu bersaing dalam 

dunia kerja. 

Sedangkan tujuan dilakukannya kegiatan praktik kerja lapangan yaitu: 

1. Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja, 

2. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 

keterampilan, 
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3. Melatih mahasiswa dalam berinteraksi, bersosialisasi dan menyesuaikan 

diri dengan dunia kerja, 

4. Mendorong mahasiswa untuk mencari dan menyelesaikan permasalahan 

yang terjadi selama praktik kerja lapangan dilaksanakan. 

5. Memberikan gambaran dunia kerja, 

6. Mengabdikan diri kepada masyarakat (sebagai perwujudan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi). 

7. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program S1 Pendidikan Ekonomi 

Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. 

8. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan 

kurikulum yang sesuai dengan dunia industri dan masyarakat. 

9. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi – UNJ 

dengan instansi pemerintah atau swasta dimana mahasiswa ditempatkan. 

 

C. Kegunaan PKL 

1 Bagi Mahasiswa 

a. Melatih keterampilan mahasiswa dengan pengetahuan yang 

diperoleh selama mengikuti perkulihan di Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

b. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-

unit kerja, baik dalam lingkungan pemerintah maupun perusahaan. 

c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan 

mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari 

pendidikan formal. 
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2 Bagi Instansi Pemerintah atau Perusahaan Swasta 

a. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial 

kelembagaan. 

b. Terjalinnya hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara 

instansi/perusahaan dengan lembaga pendidikan serta menumbuhkan 

kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

c. Tidak tertutup kemungkinan adanya saran dari mahasiswa pelaksana 

Praktik Kerja Lapangan yang bersifat membangun dan 

menyempurnakan sistem yang ada. 

3 Bagi Fakultas Ekonomi – UNJ 

a. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang 

sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan dan 

tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dapat mewujudkan konsep link 

and match dalam meningkatkan layanan kepada stakeholders serta 

mencetak lulusan yang kompeten dalam dunia kerja. 

b. Terjalin hubungan kerjasama antara universitas dengan 

instansi/perusahaan yang ditempati untuk pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan. 
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D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan PKL pada sebuah instansi pemerintah. 

Berikut ini merupakan data informasi perusahaan tempat pelaksanaan PKL : 

Nama Instansi  : Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 

Alamat   : Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 

Gedung Frans Seda Lantai 2,  Jakarta Pusat 10710 

Telepon   : (021) 344-9230 

No Fax   : (021) 351-2095 

Web   : www.djpu.depkeu.go.id 

Bagian Tempat PKL : Subbagian Akuntansi dan Pelaporan, 

  Bagian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan 

  Utang 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

Jadwal waktu PKL dilaksanakan selama satu bulan di mulai tanggal 

16 Juni 2014 sampai dengan 15 Juli 2014. Perincian tahap-tahap PKL sebagai 

berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Praktikan mencari informasi mengenai beberapa 

instansi/perusahaan yang akan dijadikan tempat PKL. Setelah praktikan 

mendapatkan informasi tersebut, akhirnya praktikan mendapatkan 

kesempatan untuk melaksanakan PKL disebuah instansi pemerintah. 

Untuk dapat melaksanakan PKL pada instansi pemerintah tersebut 

praktikan membutuhkan surat pengantar dari universitas, dimana praktikan 

meminta surat permohonan izin praktek kerja lapangan dari bagian 
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akademik Fakultas Ekonomi dan diteruskan ke bagian BAAK. Waktu yang 

dibutuhkan untuk membuat surat pengantar dari universitas paling lambat 

selama tiga hari. Setelah surat didapatkan, surat diberikan ke Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Utang terhitung sejak awal bulan Mei dengan nomor 

2273/UN39.12/KM/2014. Seminggu setelah surat diberikan kepada 

instansi, praktikan mendapatkan konfirmasi melalui telepon bahwa 

praktikan telah disetujui untuk melaksanakan PKL mulai tanggal 1 Juli 

2014 s.d 8 Agustus 2014 dan surat konfirmasi tersebut akan dikirim ke 

universitas. Sebelum praktikan menerima surat konfirmasi tersebut, 

praktikan memohon izin kepada instansi untuk pelaksanaan PKL dapat 

dimajukan mulai tanggal 16 Juni 2014 s.d 15 Juli 2014 dikarenakan mulai 

tanggal tersebut praktikan sudah memasuki masa libur kuliah dan juga 

agar pelaksanakan PKL lebih efektif dimana tidak terpotong dengan hari 

raya Idul Fitri. Pihak instansi menyetujui pelaksanaan PKL dimajukan 

mulai tanggal tersebut. 

.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan PKL selama satu bulan, terhitung mulai 

tanggal 16 Juni 2014 s.d 15 Juli 2014. Dengan ketentuan jam oprasional : 

Hari masuk  : Senin s.d Jum’at 

Jam kerja  : 07.30 s.d 17.00 WIB 

Waktu istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB 

Untuk bulan Ramadhan waktu istirahat tidak ada sehingga jam 

kerja dimajukan mulai 07.30 s.d 16.00 WIB. 
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3. Tahap Pelaporan 

Praktikan memiliki kewajiban untuk memberikan laporan 

mengenai kegiatan yang dilaksanakan di tempat praktikan melaksanakan 

PKL kepada universitas. Penulisan laporan PKL di mulai pada tanggal 1 

Oktober 2014 s.d 25 November 2014. Penulisan dimulai dengan mencari 

data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan PKL, dimana data-data 

tersebut diolah dan diserahkan sebagai tugas akhir laporan PKL. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

A. Sejarah Perusahaan 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

 

 

Gambar 2.1 

Logo Kementrian Keuangan 

 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) merupakan unit 

setingkat Eselon I di Lingkungan Kementrian Keuangan, sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementrian Keuangan, mempunyai tugas merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang 

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Logo_Depkeu.jpg&filetimestamp=20061222084237&
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Visidan misi yang ingin dicapai DJPU dalam periode Tahun 2010-

2014, yaitu : 

1 Visi 

Visi DJPU untuk periode Tahun2010-2014 adalah “Menjadi unit 

yang profesional dalam mendukung pembiayaan APBN secara efisien 

dengan risiko yang terukur untuk mempertahankan kesinambungan 

fiskal”. 

Visi tersebut merupakan penyempurnaan dari visi sebelumnya dan 

telah dicantumkan pada Peta Strategi 2012, untuk lebih menekankan 

pada pengelolaan utang secara profesional yaitu mampu memenuhi 

standar tata kelola internasional dan memperhatikan penerapan prinsip-

prinsip tata kelola yang baik (good govermence principles). 

Penyediaan sumber pembiayaan APBN dilakukan dengan tujuan 

agar dalam jangka panjang dapat dicapai biaya utang yang minimal 

dengan tingkat risiko yang terkendali. Diharapkan pada masa yang akan 

datang, DJPU sebagai unit pengelolaan utang mampu mengendalikan 

utang agar dapat mendukung peningkatan kemampuan kemandirian 

keuangan negara. 

 

2 Misi 

Sebagaimana visi DJPU yang mengalami penyempurnaan, Misi 

DJPU juga mengalami penyempurnaan yang dirumuskan untuk 

mewujudkan visi tahun 2010-2014, yaitu : 
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a. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, 

transparan, dan akuntabel; 

b. Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan 

kapasitas berutang yang mendukung stabilitas fiskal; 

c. Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui 

upaya mengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan 

pengembangan pasar keuangan domestik yang efisien dan stabil; 

d. Mewujudkan kerjasama internasional dalam rangka memperoleh 

sumber pembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas pasar 

keuangan regional. 

 

B. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 

Struktur organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam 

suatu organisasi, badan usaha, ataupun instansi. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online bahwa : “Organisasi 

adalah kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk 

mencapai tujuan bersama.”
1
 

Pembagian tugas dan wewenang adalah upaya pengaturan tersusun 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan instansi. Setiap instansi mempunyai 

struktur organisasi yang berbeda. Semakin berkembang kegiatan instansi 

maka semakin diperlukan pembagian kerja dan koordinasi yang baik dalam 

menunjang kelancaran operasi. 

                                                             
1
http://kbbi.web.id/organisasi (diakses pada tanggal 11 November 2014 pukul 21:35 WIB) 

http://kbbi.web.id/organisasi
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Susunan Organisasi Direltorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. 

 

Gambar 2.2 

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 
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Gambar 2.3 

Struktur Organisasi Sekertariat Jenderal DJPU 
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Berikut merupakan tugas dan fungsi organisasi dalam Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Utang : 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal. 

Dalam Sekretariat Direktorat Jenderal terbagi kembali ke dalam 

beberapa bagian, diantaranya:  

 

1. Bagian Organisasi dan Kepegawaian 

Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, 

pengembangan pegawai, serta administrasi kepegawaian di 

lingkungan Direktorat Jenderal. 

Bagian Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas : 

1) Subbagian Organisasi  

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan 

organisasi, penyusunan, penelaahan dan evaluasi uraian jabatan, 

penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja 

organisasi, serta penyusunan, penelaahan dan evaluasi jabatan 

fungsional Direktorat Jenderal. 
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2) Subbagian Tata Laksana  

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

ketatalaksanaan, penyusunan standar operasi dan prosedur kerja, 

analisis beban kerja, serta penyiapan bahan penyusunan jawaban 

atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat. 

3) Subbagian Pengembangan Pegawai  

Mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan diklat, 

penyelenggaraan diklat  assessment center, serta pola mutasi di 

lingkungan Direktorat Jenderal. 

4) Subbagian Administrasi Kepegawaian  

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi dan 

perencanaan pegawai, urusan pengangkatan pegawai, gaji 

berkala, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, dan 

administrasi mutasi pegawai, pelaksanaan administrasi cuti 

pegawai, penyiapan penghargaan dan hukuman disiplin 

pegawai, serta melakukan dokumentasi dan pelaksanaan sistem 

informasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal. 

 

2. Bagian Keuangan 

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal. 

 

 

 



 16 
 

Bagian Keuangan terdiri dari : 

1) Subbagian Penyusunan Anggaran  

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan 

dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat 

Jenderal. 

2) Subbagian Perbendaharaan  

Mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan 

penerbitan surat perintah pembayaran di lingkungan Direktorat 

Jenderal. 

3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan  

Mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan 

anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal. 

 

3. Bagian Teknologi Informasi 

Bagian Teknologi Informasi mempunyai tugas menyusun 

rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi, melaksanakan 

analisis, perancangan dan pengembangan serta implementasi sistem, 

dan melaksanakan operasional layanan teknologi informasi. 

Bagian Teknologi Informasi terdiri atas: 

1) Subbagian Perancangan Sistem Teknologi Informasi 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, 

pemeliharaan, dan pengevaluasian rencana strategi teknologi 

informasi, standar keamanan dan kebijakan serta tatakelola 
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teknologi informasi, pengawasan internal pelaksanaan program 

kegiatan teknologi informasi, pembangunan dan penetapan 

data/informasi serta pembuatan dan pemeliharaan data 

dictionary dan skema klasifikasi data, penyusunan rancangan 

aplikasi, rancangan infrastruktur, dan rancangan keamanan 

informasi, penyusunan spesifikasi kebutuhan user dan 

spesifikasi kebutuhan sistem, serta analisis risiko bisnis, 

teknologi, dan proyek. 

2) Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I dan II  

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan 

dan pengembangan sistem, perencanaan, pembangunan, 

pengembangan dan pengelolaan basis data, pengujian system, 

penyusunan rencana dan implementasi system, penyusunan, dan 

penentuan standar pengelolaan dokumentasi sistem, penyusunan 

dokumen analisis, perancangan sistem, dan implementasi sistem 

sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 

3) Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian 

layanan teknologi informasi, pelaksanaan kegiatan operasional 

teknologi informasi, pengelolaan infrastruktur teknologi 

informasi, fasilitas Data Center, dan Disaster Recovery Center, 

manajemen user dan akses layanan teknologi informasi, 

pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, 

pengelolaan layanan e-mail dan portal Direktorat Jenderal 
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Pengelolaan Utang, serta pengelolaan Configuration 

Management Database. 

 

4. Bagian Kepatuhan Internal 

Bagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan 

pemantauan atas kepatuhan, pengelolaan kinerja, serta penelaahan 

rancangan peraturan di tingkat Direktorat Jenderal. 

Bagian Kepatuhan Internal terdiri atas: 

1) Subbagian Kepatuhan Internal I  

Mempunyai tugas melakukan pengkajian, pemantauan, 

evaluasi, dan penyusunan rekomendasi atas kepatuhan terhadap 

standar operasi dan prosedur kerja, kode etik, peraturan 

perundang-undangan, dan perjanjian, serta pemantauan tindak 

lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional 

dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan tugas Direktorat 

Surat Utang Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, dan 

Direktorat Strategi dan Portofolio Utang. 

2) Subbagian Kepatuhan Internal II  

Mempunyai tugas melakukan pengkajian, pemantauan, 

evaluasi, dan penyusunan rekomendasi atas kepatuhan terhadap 

standar operasi dan prosedur kerja, kode etik, peraturan 

perundang-undangan, dan perjanjian, serta pemantauan tindak 

lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional 
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dan pengawasan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas 

Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pinjaman dan Hibah, 

dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, serta 

monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal. 

3) Subbagian Pengelolaan Kinerja  

Mempunyai tugas melakukan penyusunan, penelaahan, 

monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan 

Indikator Kinerja Utama, serta evaluasi peringkat jabatan di 

lingkungan Direktorat Jenderal. 

4) Subbagian Harmonisasi Peraturan  

Mempunyai tugas melakukan penelaahan rancangan 

peraturan di tingkat Direktorat Jenderal dan harmonisasi serta 

dokumentasi peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal. 

5. Bagian Umum 

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 

administrasi surat dinas, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, 

rumah tangga, kesejahteraan pegawai, dan perlengkapan Direktorat 

Jenderal. 

Bagian Umum terdiri dari: 

1) Subbagian Tata Usaha  

Mempunyai tugas melakukan urusan administrasi surat 

dinas, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, 

penggandaan, pengurusan pelayanan pimpinan, administrasi 

penunjukan pejabat pengganti/pejabat sementara, serta 
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penyusunan rekap daftar hadir pegawai di lingkungan Direktorat 

Jenderal. 

2) Subbagian Rumah Tangga  

Mempunyai tugas melakukan urusan dalam, penyediaan 

kendaraan dinas operasional dan koordinasi penyiapan dokumen 

perjalanan dinas dalam dan luar negeri, keprotokolan, dan 

pemeliharaan Barang Milik Negara, penyiapan kelengkapan 

dokumen dan pengajuan permintaan pembayaran di lingkungan 

Direktorat Jenderal. 

3) Subbagian Gaji  

Mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai, 

mengajukan permintaan pembayaran, pembuatan daftar gaji dan 

tunjangan, pembayaran gaji dan tunjangan, serta 

pertanggungjawabannya. 

4) Subbagian Perlengkapan  

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan 

kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa, 

pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan 

pemilihan penyedia barang/jasa, urusan penerimaan, 

penyimpanan, dan distribusi barang perlengkapan, pemeliharaan 

barang perlengkapan yang belum didistribusikan, serta 

inventarisasi dan penghapusan Barang Milik Negara di 

lingkungan Direktorat Jenderal. 
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6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

2) Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat 

fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. 

3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan beban kerja. 

4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 

C. Kegiatan Umum Perusahaan 

Program pokok adalah Pengelolaan dan Pembiayaan Utang, yang 

dilaksanakan melalui kegiatan, sebagai berikut : 

1. Pengelolaan Pinjaman 

Direktorat Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas merumuskan 

serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

pinjaman dan hibah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal. 

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pinjaman dan Hibah 

Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: 
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a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah  

b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah  

c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang pinjaman dan hibah  

d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

pinjaman dan hibah 

e) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 

f) Pelaksanaan tata usaha Direktorat. 

 

2. Pengelolaan Surat Utang Negara, 

Direktorat Surat Utang Negara mempunyai tugas merumuskan 

serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang surat 

utang negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal. 

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Surat Utang Negara 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang surat utang negara  

b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang surat utang negara  

c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang surat utang negara  

d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

surat utang negara   

e) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat 
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3. Direktorat Pembiayaan Syariah 

Direktorat Pembiayaan Syariah mempunyai tugas merumuskan 

serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

pembiayaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal. 

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembiayaan Syariah 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan syariah  

b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan syariah  

c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang pembiayaan syariah  

d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

pembiayaan syariah 

e) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. 

 

4. Direktorat Strategi Dan Portofolio Utang 

Direktorat Strategi dan Portofolio Utang mempunyai tugas 

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang strategi dan portofolio utang berdasarkan kebijakan teknis yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal.  

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Strategi dan Portofolio 

Utang menyelenggarakan fungsi: 
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a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi dan portofolio 

utang  

b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan portofolio 

utang  

c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang strategi dan portofolio utang  

d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

strategi dan portofolio utang  

e) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat 

 

5. Direktorat Evaluasi, Akuntansi Dan Setelmen 

Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen mempunyai 

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi 

teknis di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen berdasarkan 

kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.  

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Evaluasi, Akuntansi, 

dan Setelmen menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang evaluasi, akuntansi, dan 

setelmen  

b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi, akuntansi, 

dan setelmen  

c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen  
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d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

evaluasi, akuntansi, dan setelmen 

e) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat 

 

Sedangkan program penunjang yang ditunjukan untuk memberikan 

pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan 

Direktorat Jenderal, yaitu: kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan 

Teknis Lainnya DJPU. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kementrian 

Keuangan unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), praktikan 

ditempatkan di Subbagian Akuntansi dan Pelaporan pada Bagian Keuangan. 

Adapun pekerjaan yang praktikan lakukan selama satu bulan di Subbagian 

Akuntansi dan Pelaporan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang adalah sebagai 

berikut : 

1 Meng-input Surat Perintah Membayar (SPM) 

2 Mencari Surat Perintah Membayar (SPM) 

3 Memfile Surat Perintah Membayar (SPM) 

4 Men-scan Surat Perintah Membayar (SPM) 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

Pada hari pertama pelaksanaan PKL, praktikan terlebih dahulu diberikan 

penjelasan mengenai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang oleh Bapak Muryono 

selaku Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mulai dari struktur organisasi 

dan masing-masing tata kerjanya yang meliputi dari Kementrian Keuangan secara 

umum, eselon 1 hingga eselon 4. Selain itu, praktikan dikenalkan dengan mba 

Annisa dimana mba Annisa menjadi pembimbing PKL praktikan, lalu diberikan 

pemaparan terkait tugas dan kerja apa yang akan dilakukan serta pengenalan 
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lingkungan kerja terutama pengenalan dengan pegawainya. Pada hari kedua 

sampai keempat praktikan diberikan beberapa buku mengenai akuntansi 

pemerintahan, dan laporan keuangan eselon 1 tahun anggaran 2013 untuk 

dipelajari. 

Pada hari berikutnya praktikan mulai diberikan beberapa pekerjaan. Setiap 

diberikan pekerjaan praktikan dijelaskan dahulu mengenai pekerjaan yang akan 

diberikan. Pekerjaan yang dilakukan praktikan selama PKL, yaitu : 

1. Meng-input Surat Perintah Membayar (SPM) 

Pekerjaan ini dilakukan menggunakan aplikasi yang bernama Sistem 

Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Tampilan awal pada 

aplikasi SAKPA, seperti : 

 

Gambar 3.1 

Halaman Muka Aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 

Sumber : Data di olah penulis 
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Berikut cara untuk meng-input SPM pada aplikasi SAKPA, yaitu : 

a. Buka aplikasi SAKPA dari desktop 

b. Masukan username dan password 

c. Klik realisasi 

d. Lalu pilih dan klik SPM/SP2D Umum 

e. Klik + tambah 

f. Lalu isi data yang diminta sesuai dengan data SPM yang akan di 

input 

g. Klik simpandetail jika ada potongan klik juga simpanpotongan 

h. Kemudian klik simpan 

Berikut adalah tampilan SPM yang telah di input, seperti : 

 

Gambar 3.2 

Tampilan SPM yang telah di input 

Sumber : Data di olah penulis 
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Setelah meng-input SPM langkah selanjutnya memposting, berikut cara 

untuk memposting : 

a. Klik proses 

b. Lalu pilih dan klik posting 

Untuk amannya, posting dilakukan dari bulan Januari s.d bulan 

berjalan. 

c. Selesai posting, klik keluar 

d. Entry transaksi Belanja selesai. 

Berikut adalah tampilan pem-postingan, seperti : 

 

Gambar 3.3 

Tampilan pem-postingan 

Sumber : Data di olah penulis 
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2. Mencari Surat Perintah Membayar (SPM) 

Praktikan mencari SPM yang diperlukan oleh pegawai berdasarkan daftar 

SPM yang pegawai berikan. SPM tersebut dicari di lemari SPM dimana 

letak lemari SPM tersebut ada 2 tempat yaitu didalam ruangan dan diluar 

ruangan. 

 

3. Memfile Surat Perintah Membayar (SPM)  

Memfile SPM ada dua jenis yaitu SPM baru dan SPM lama. SPM yang 

baru adalah SPM yang baru datang atau sudah selesai dikelolah, 

sedangkan SPM lama yaitu SPM yang sudah difile tetapi masih 

diperlukan. Cara memfile SPM baru, yaitu : 

a. Data-data SPM yang masih terdapat didalam map dikeluarkan dan 

disusun secara rapi kemudian diberikan binder klip atau di 

seteples dan data tersebut dibolongkan dengan pembolong kertas. 

b. Setelah semua SPM baru selesai dirapihkan kemudian disusun 

berdasarkan nomor SPM dari terkecil hingga terbesar. 

c. Kemudian SPM yang sudah berurutan dimasukan kedalam binder 

file. 

d. Binder file diberikan nomor urut SPM dari nomor SPM berapa 

sampai dengan nomor SPM berapa yang terdapat pada binder file 

tersebut. 

e. Kemudian binder file dimasukan kedalam lemari SPM yang 

masih kosong. 
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Sedangkan cara memfile SPM lama lebih mudah dari pada SPM baru, 

SPM hanya dimasukan ke dalam binder file sesuai dengan nomor SPM 

dengan nomor binder file. 

 

4. Men-scan Surat Perintah Membayar (SPM) 

Setiap SPM di scan agar setiap SPM mempunyai softcopynya. Softcopy ini 

berguna jika terdapat kerusakan atau kehilangan pada data aslinya atau 

hardcopy. Berikut ini merupakan cara men-scan : 

a. Letakan SPM yang ingin di scanpada mesin scan 

b. Klik dua kali ikon “captureperfect3.1” 

c. Setelah aplikasi terbuka klik scanbatch to file 

d. Ketik nama file sesuai no SPM dan di simpan sesuai tahun SPM-

nya 

e. Lalu klik save dan secara otomatis SPM yang sudah diletakan pada 

mesin scan akan berjalan 

f. Setelah semua SPM terscan klik cancel scanning 

 

C. Kendala Yang Dihadapi 

Selama praktikan menjalankan kegiatan PKL, praktikan menyadari adanya 

beberapa kendala yang berasal dalam diri praktikan maupun dari internal instansi 

sehingga menghambat kegiatan PKL. Kendala yang praktikan hadapi selama 

menjalankan PKL, yaitu : 

1. Kesulitan dalam bekerja karenaterkadang bidang kerja yang diberikan 

tidak sesuai dengan basic. 
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2. Kurangnya pengetahuan praktikan mengenai akuntansi pemerintah 

terutama dalam menggunakan aplikasi SAKPA. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Sikap pratikan dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul saat 

melaksanakan PKL dengan cara-cara, sebagai berikut : 

1. Untuk mengatasi ketidaksesuaian bidang pekerjaan yang diberikan 

oleh pembimbing praktikan tetap mengerjakan pekerjaan yang 

diberikan dengan sebaik mungkin. 

2. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh praktikan menuntut 

praktikan untuk lebih aktif bertanya mengenai hal-hal yang 

bersangkutan dengan pekerjaan yang dilakukan. Hal ini membutuhkan 

komunikasi yang baik antara praktikan dengan mba Nissa selaku 

pembimbing PKL maupun dengan karyawan lainnya. Selain 

diperlukannya komunikasi, praktikan juga harus memiliki kemauan 

untuk belajar. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

1. PKL adalah suatu mata kuliah yang memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktik 

di lapangan. Selama satu bulan praktikan melaksanakan PKL di 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) pada bagian 

Keuangan subbagian Akuntansi dan Pelaporan. 

2. DJPU merupakan unit setingkat Eselon I di lingkungan 

Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementrian Keungan, mempunyai tugas merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

pengelolaan utang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3. Dengan adanya kegiatan PKL ini dapat memberikan manfaat 

kepada mahasiswa sehingga wawasan mengenai dunia kerja 

bertambah, yang dapat menjadi bekal dalam mempersiapkan diri 

sebelum terjun langsung ke dunia kerja serta melatih mahasiswa 

untuk cepat menyesuaian diri dalam lingkungan yang baru. 

4. Dalam pelaksanakan PKL, Praktikan menghadapi berbagai kendala 

antara lain : kesulitan dalam bekerja karena terkadang bidang kerja 

yang diberikan tidak sesuai dengan basic; dan kurangnya 
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pengetahuan praktikan mengenai akuntansi pemerintahan dimana 

menuntut praktikan untuk aktif dalam berkomunikasi dan harus 

memiliki kemauan untuk belajar. 

 

B. Saran 

Saran yang disampaikan praktikan sebagai berikut : 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa harus mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan PKL, mulai dari mencari tempat PKL hingga berkonsultasi 

dengan dosen atau penasihat akademik, sehingga tidak terjadi kesalahan 

di kemudian hari. 

b. Membiasakan untuk segera menyesuaikan diri pada lingkungan kerja 

yang baru sehingga dapat berinteraksi baik dengan lingkungannya agar 

proses penyelesaian pekerjaan dapat berjalan lancar. 

c. Berupaya untuk selalu berprilaku baik dengan selalu mengikuti peraturan 

yang telah ditetapkan oleh instansi sehingga tercipta citra yang baik satu 

sama lain, baik instansi dengan mahasiswa maupun dengan universitas. 

5. Bagi Universitas 

a. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan konsentrasi ataupun 

jurusan mahasiswa sebagai persiapan sehingga mahasiswa siap terjun 

dalam dunia kerja. 

b. Universitas sebaiknya melakukan kerja sama dengan instansi-instansi 

secara resmi serta merekomendasikan kepada calon-calon praktikan 

ketika akan melakukan kegiatan PKL. 
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6. Bagi Instansi 

a. Terus menerima mahasiswa praktik kerja lapangan dengan tangan 

terbuka dan keramahannya di mana hal ini juga berguna untuk 

menciptakan citra Kementrian Keuangan khususnya pada unit Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Utang. 

b. Terus memperbaiki sistem program penerimaan mahasiswa untuk praktik 

kerja lapangan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 2 

Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3 

Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4 

Daftar Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan 

N

o 

Hari / 

Tanggal 

Kegiatan 

1 Senin,  16 

Juni 2014 

 Pengarahan mengenai DPJU dan posisi kerja yang akan 

praktikan lakukan serta pengenalan lingkungan kerja 

2 Selasa, 17 

Juni 2014 

 Mempelajari tentang akuntansi pemerintahan dan laporan 

keuangan eselon I  

3 Rabu,   18 

Juni 2014 

 Mempelajari tentang akuntansi pemerintahan dan laporan 

keuangan eselon I 

4 Kamis, 19 

Juni 2014 

 Mempelajari tentang akuntansi pemerintahan dan laporan 

keuangan eselon I 

5 Jum’at, 20 

Juni 2014 

 Memfile Surat Perintah Membayar (SPM) 

6 Senin,   23 

Juni 2014 

 Mendapatkan pengarahan dan bimbingan mengenai aplikasi 

SAKPA 

 Meng-input Surat Perintah Membayar (SPM) 

7 Selasa, 24 

Juni 2014 

 Mencari Surat Perintah Membayar (SPM) 

 Meng-input Surat Perintah Membayar (SPM) 

8 Rabu, 25 

Juni 2014 

 Meng-input Surat Perintah Membayar (SPM) 

9 Kamis, 26 

Juni 2014 

 Mendapatkan pengarahan dan bimbingan mengenai aplikasi 

untuk men-scan 

 Men-scan Surat Perintah Membayar (SPM) 

 Memfile Surat Perintah Membayar (SPM) 

10 Jum’at, 27 

Juni 2014 

 Mencari Surat Perintah Membayar (SPM) 

 Memfile Surat Perintah Membayar (SPM) 

11 Senin, 30 

Juni 2014 

 Memfile Surat Perintah Membayar (SPM) 

12 Selasa, 01 

Juli 2014 

 Meng-input Surat Perintah Membayar (SPM) 
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13 Rabu, 02 

Juli 2014 

 Meng-input Surat Perintah Membayar (SPM) 

14 Kamis, 03 

Juli 2014 

 Mencari Surat Perintah Membayar (SPM) 

 Men-scan Surat Perintah Membayar (SPM) 

 Memfile Surat Perintah Membayar (SPM) 

15 Jum’at, 04 

Juli 2014 

 Mencari Surat Perintah Membayar (SPM) 

 Men-scan Surat Perintah Membayar (SPM) 

 Memfile Surat Perintah Membayar (SPM) 

16 Senin, 07 

Juli 2014 

 Meng-input Surat Perintah Membayar (SPM) 

 Mencari Surat Perintah Membayar (SPM) 

17 Selasa, 08 

Juli 2014 

 Meng-input Surat Perintah Membayar (SPM) 

18 Rabu, 09 

Juli 2014 

 Libur 

19 Kamis, 10 

Jui 2014 

 Meng-input Surat Perintah Membayar (SPM) 

20 Jum’at, 11 

Juli 2014 

 Meng-input Surat Perintah Membayar (SPM) 

21 Senin, 14 

Juli 2014 

 Memfile Surat Perintah Membayar (SPM) 

22 Selasa, 15 

Juli 2014 

 Memfile Surat Perintah Membayar (SPM) 

 Men-scan Surat Perintah Membayar (SPM) 
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Lampiran 5 

Logo Kementrian Keuangan 

 

 

 

 

Sumber : www.djpu.depkeu.go.id 
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Lampiran 6 

Contoh Surat Perintah Membayar 
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Lampiran 7 

Contoh Surat Perintah Pencairan Dana 
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Lampiran 8 

Daftar Nilai Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 9 

Sertifikat Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 10 

Jadwal Kerja Laporan PKL 

No 
Bulan/ 

Kegiatan 

April 

2014 

Mei 

2014 

Juni 

2014 

Juli 

2014 

Agustus 

2014 

September 

2014 

Oktober 

2014 

November 

2014 

1 
Pendaftaran 

PKL 
        

2 

Kontrak 

dengan 

perusahaan 

tempat PKL 

        

3 

Surat 

permohonan  

PKL 

keperusahaan 

 

 

 

 

       

4 
Pelaksanaan 

Program 
        

5 
Penulisan 

laporan PKL 
        

6 
Penyerahan 

laporan PKL 
        

7 
Koreksi 

laporan PKL 
        

8 

Penyerahan 

koreksi 

laporan PKL 

        

9 

Batas akhir 

penyerahan 

laporan PKL 

 

        

 




